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TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI PESISIR SELATAN

bahwa untuk mengantisipasi kerugian dari akibat terjadinya

musibah atau krisis sosial yang menimbulkan kerugian
masyarakat baik yang berasal dari fenomena alam maupun
lingkungan sosial lainnya, sehingga dapat menimbulkan 5

: e

kerugian dan resiko sosial yang berdampak terhadap

aktivitas masyarakat yang :terkena musibah dalam

menjalankan kehidupannya sehari-hari dan berdasarkan

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Pasal 23 A ayr.-it (3) menyatakan bahwa “Bantuan sosial yang o
tidak dapat dli'rellxcanakan 'sebelumnya  sebagaimana ii
dimaksud pada ayat (1) dialgkasikan untuk - kebutuhan 5
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat :

penyusuhan APBD yang apabila ditunda penanganannya
akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi

individu dan/atau keiuarga yang bersangkutan maka perlu

- penetapan besaran bantuan " sosial yang tidak dapat

direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran

20115

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Penetapan besaran bantuan sosial yang

tidak dapat direncanékan tahun 2017 dengan Kgputusan

Bupati Pesisir Selatan,
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Nomor 4286,

3 u
2 Ndang.g1m ..
Bk !-.5 ln:f.am: Nomaor 1 Tahun 5004 tentang
erbye I‘I(!.‘}h{.]]'?;l?in N & ot Bl . _ :
Ind Sor e gara (Lermbaran Negara Republik
Ne .‘ -..Lh-l:.l ]“h.“” 2004 Nomor 9, Tambahan l,rrrru'-';;i.-,::.
“Bara Republjk Indonesia Nomor 4355);
4. Ind s 3 _ ,
- ”(1'1”5'-1'[}“"-’311H Nomor 24 Tahun 2007 tentang
publik

P‘"”F”Uiﬂtli{-‘lngma Bencana (Lembaran Negara Re

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Und'c'mg— Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

o

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor S587), sebagaimana telan

beberapa kalj diubah terakhir dengan Undang-u
tang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
58, Tambahan Lembaran Negara

\u Tahun 2015 Nomor
Republik Indonesia Nomor 5679);

ah Nomor

p"l

58 Tahun 2005 tentang
Lembaran Negara Republik
140, Tambahan Lembaran

Negaré Republik Indonesia Nomor 4578);
Tahun 2008 tentang

8.  Peraturan Pemer‘int}jah .Nomor ' 21
Peyelenggaraan Penanggulangan:Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang \
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 3
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, |
Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor

4829); '

7. Peraturan Pem erint
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M'I‘-'l;l.’,illrll-lllil telah beberapa kali diubah teralk}
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I Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

i\r(‘l',“l‘l Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Kevanpan Daeral:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebapgaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah; |
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3

Tahun 2010 tentang Penaggulangan Bencana Daerah di

Kabupaten Pesisir Selatan;
|
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7

Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan : Penanggulangan Bencana Kabupatan Pesisir

Selatan;
Peraturan Daerah Kabﬁpaten Pesisir Selatan Nomor 08

Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat

Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9'Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2017,




Menetapkan .
"
KESATU Bantuan Sosial yang Tidak Dap i
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;_,
tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan -
3L : . 35.at L T
merupakan bagian vang tidak dapat dipisahkan dar Keputusan e
Bupati ini. s
=
KEDUA : Jika besaran bantuan melebihi besaran bantuan sebagaimana 3 k
tercantum pada lampiran keputusan ini. maka dapat dibay arkan
s : MR . =
Sesuai dengan Pe ISetujuan Kepala Daerah.

KETIGA * Bantuan/satuan dapat diberikan kepada yang
[ mengajukan/penerima dengan Syarat-syarat sebagai berikut :
A. Bantuan/santunan bagi korban bencana :

1. Surat laporan Wali Nagari yang diketahui Camat ke
Bupati/Kepala Badan Penagguizmgnn Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Berisika:

a) Nama Kepala Keluarga;
b) Umur;
¢) Jumlah Kepala Keluaraga:

d) Jumlah Korban dan keruguan:



B.

B €Mmpat l{(-]'
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Sl’liltanl e

adian Bennana (TKB) oleh Badan

Bencang
fana Daergh Kabupaten Pesisir

Baniua nt a . 0 sosial
. n/sa

K unan Buna mengantisipasi resik i
yang t:dak dircncannkan:

L. Banty,
an pe ; o i 2 I
2 T=1 Pengobatan Masyarakat miskin, dengan syarat -
= LAt pt’rmOhOnan‘;prOPOSQI yang diketahui oleh
Camat/Wali Nagari ditujukan ke Bupati/Wakil

Bupati.

b. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wal;
Nagari dan diketahui oleh Camat,

¢. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
besangkutan. :

2. Bantuan bagi orang terlantarfmusaﬁr,’muala_f, dengan
syarat : '

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
besangkutan.,

3. Bantuan bagi mahasiswa miskin yang, berprestasi dan
baru lulus/ diterima di Perguruan Tinggi Negeri, dengan
syarat ;

a. Surat permohgnan/proposal yang diketahui oleh
Camat/Wali Nagari ditujukan ke Bupati/Wakil
Bupati.

b. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali
Nagari dan diketahui oleh Camat.

c. Surat keterangan berprestasi dari perguruan tinggi

Negeri.
d. Surat keterangan telah lulus/diterima di Perguruan

Tinggi Negeri.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Mekanisme Pencairan dana belanja bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan ini mengacu kepada Peraturan Bupati
Pesisir Selatan N;)mor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupatan Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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